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KEPALA DESA SIDABOWA
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA SIDABOWA

NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDABOWA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDABOWA,

bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan
yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang
telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, karena adanya perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
Anggaran 2025;

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1950, Berita Negara Tanggal 8
Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa Kkali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahh Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
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13.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); sebagaimana
telah  diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1203);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan

Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
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17.

18.

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

(Berita Negara Tahun 2024 Nomor 243);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan
Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 103);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 530);
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22.
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24.

25.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1051);

Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa

Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1000);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian
Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan
Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025,

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 1083);

Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025
Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk
Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada
Pangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3
Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11
Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2015 Nomor 9 seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
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30.

Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2017 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6
Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2016 Nomor 6 seri E);

Peraturan Daerah Banyumas Nomor 31 Tahun 2016
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor
24 Seri E);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014
tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian
Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2022
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang
Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi
Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2022 Nomor 46);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Besaran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2014 Nomor 77);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa,
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015

Nomor 9);
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32.

33.

34.

35.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kkepada
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2020 Nomor 28);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018
tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur
Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2018 Nomor 20);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2018 Nomor 20);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018
Nomor 56);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan
Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Kabupagen Banyumas (Berita
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5
Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan,

Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala
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38.
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40.

41.

42.

43.

Desa dan Perangkat Desa di Kabupagen Banyumas

(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023
Nomor 22);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2021
tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan
Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2021 Nomor 11);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Nomor 8);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025, (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2024 Nomor 38);

Peraturan Desa Sidabowa Nomor 03 Tahun 2022
tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Desa Sidabowa Nomor 15 Tahun 2022
tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

Peraturan Desa Sidabowa Nomor 02 Tahun 2025
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJMDesa) Perubahan Tahun 2025-2029;

Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2025 tentang
Penyertaan Modal BUMDesa;

Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2025 tentang
Perubahan RKPDes Tahun 2025.
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Dengan Kesepakatan Bersama:

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDABOWA
Dan
KEPALA DESA SIDABOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDABOWA TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidabowa Tahun Anggaran 2025
bertambah /berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

a. semula Rp 2.230.269.460,00
b. bertambah/(Berkurang) Rp 300.000.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 2.530.269.460,00

2 Belanja Desa

a. semula Rp 2.337.656.485,00
b. bertambah/{Berkurang} Rp 19.919.040
Jumlah belanja setelah perubahan Rp 2.357.575.525,00

Surplus/(Defisit} setelah perubahan Rp 172.693.935,00



3 Pembiayaan Desa

3. Penerimaan Pembiayaan

1.
a. Semula Rp 110.387.025,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 110.387.025,00

3. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp 3.000.000,00

b. Bertambah/(Berkurang} Rp 280.080.960

Jumlah Pengeluaran setelah Rp 283.080.960,00

perubahan

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 Rp (172.693.935,00)
-3.2)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0,00

setelah perubahan

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional

pelaksanaan Perubahan APBDesa.




Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peratures

Desa ini dalam Lembaran Desa SIDABOWA.

Ditetapkan di : Sidabowa
anggal : 16 September 2025

A Sl
KEPALA DES A
SIDABOW/

Diundangkan di : Sidabowa
Pada tanggal . 16 September 2025

SEKR RIS DESA
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LEMBARAN DESA SIDABOWA NOMOR 07 TAHUN 2025




